
PEDOMAN
DESA (ADD)

BUPATI KATING/\N

PER-TI\TU RAN BU PATI KA-TINGAN

I{OMOR 6 TAHUN 2:^OA7

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PENET,APAN ALOKAS]I DANA

DIKABI.'PATENKATINGAN'TAHUNANGG/\R.AN2OO7

B!..lPATI KATINGAN

bahw;r dalam rangka penyelenggaraan F'emerintah Desa

dan pelaksanaan pembangunan, pemeratlaan pertumbuhan

antar desa dan peninglkatan pelayanern dasar serta
peninEkatan pemberdayaan masyarakat desa perlu adanya

stimulan melalui Aloksi Dana Desa (ADD).

bahwil sehubungan dengarrr telah dilakukarrnya perhitungan

dan formulasi Alokasi Dana Desa (ltDD) Kabupaten

Katingan Tahun Anggaran 2007 sebatS;rimana Pedoman

Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada

Pemerrintah Desa dari Menteri Dalam Negerii'
bahwie untuk melaksanakiln sebagaimana huruf a dan b

diata:=; maka perlu diteta pkan Pedomarnr dan Penetapan

Alokasi Dana Desa serta pelaksanaann'/a di Kabupaten

Katingan Tahun Anggaran 2007 dengan Peraturan Bupatl

Katinqan.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 19[]15 Tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (LemLraran Negara Re:publik Indonesia

Tahun 1985 Nomor 68, Tarlrbahan Lembelrern Negara Nomor

3312) sebagaimana telah r;liubah dengan lJndang - Undang

Nomo r 12 Ta hu n 1994 (Lem ba ra n Nlega ra Repu blik

Indonesia Tahun t994 Nr:mor 62, Tarnbahan Lembaran
Negara Nomor 3569) ;

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

C.



2.UndangUndangNomorlBTahunTgtg 'TTentangPajak
DaerahdanRetribusiDaerah(LembaranNegaraRepublik
IndonesiaTahunTggTNomor4T,TarnbahanLembaran
Negara -Nomor 3685) sebagaimana-!etaf diubah dengan

,. ,-tJniarrg _ undang Nomor 3,4 Tahun 2000 (Lembaran Negara

Repunfik ]ndone-sia Tahurr 2000 Nomor 246, Tambahan

Lembiaran Negara Nomor 4048) ;

3. Undarrg - UndJng Nomor : 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan

Kabup,iten Katinlan, Kabupaten seruyan, Kahupaten sukamara,

Kabuprlaten Lamaidau, Kabupaten Gunung Mers, Kabupaten Pulang

Pisau, Kabupaten Murung Rcrya dan Kabupzrten Barito Timur di

propinsi Kalimantan fengifr (1embaran Negar, t{epublik Indone-sia'

Tahun 2002 N;;;r 18, fambihan Lembaran Negara Nomor 4180) ;

4.UndarrgNomorlTTahun2003TentangKeuanganNegara
(LembrJran Negara Republik Indonesia Tahurr 2003 Nomor 47,

iambirrhan Lembaran Negara frlomor 4355) ;

5. Undarrg - undang Nomor 1 l-ahun 2004 Tentang Perbendaharaan

r,l"guli (Lembarai Negara Reprr-rblik Indonesia'rilhun 2004 Nomor 5,

Tambiahan Lembaran Negara Nlomor 4355) ;

6. Undang - undang ruomor 10 Tahun 2004 Tentang Fembentukan

peraturan Perundlng Undlangan (Lembaranr Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomr]r 53 Tambaharn Lembaran Negara

Nomor 4389) ;

7. Undang - Undang Nomor 1li Tahun 2004 -Ierrtang Pemeriksaan

pengellolaan dan lunggrng -lawab Keuangan Negara (Lembaran

ttegira Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nornor 66, Tambahan

Lembarran Negara Nomor 4400,t ;

8. Undang - Unlang Nomor 3,1 Tahun 2004 -l-entang Pemerintahan

Daerali (Lembaran Negara Republik Indonesia l-ahun 2004 Nomor

125 Tarmbahan Lembaran Negarra Nomor a437)' ;

9. Undang - Undang Nomor 33i Tahun 2004 l-entang Perimbangan

Keuangan antara" PemerintaLllr Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembiran Negara Republik Indonesia Tahunr 2004 Nomor 126

iambahan Lembaran Negara lrlomor a$B);
10. Peraturan Pemerintah Nomor .109 Tahun 2000 l-entang Kedudukan

Keuanqan Kepala Daerah datn Wakll Kepala Daerah (Lembaran

Negaril Republik Indonesia Tahun 2000 Nornor 210, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4028.) ;

11. Peraturan Pernerintah Nomor t,5 Tahun 2001 -l-entang Pajak Daerah

(Lembaran Negara Republik tndonesia Tahr.rn 2001 Nomor 118,

iambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;



Menetapkan
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L2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001. Tentang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia l-ahun 2001 Nomor

119, l-ambahan Lembaran Neg;ara Nomor 4139) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun :1005 Tentang Dana

Perimbangsl':'(Lembaran Negara Republik Indonesia 
-fahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nom.r 4575) ;

L4. Peraturan Pemerintah Nomor r5B Tahun 2005 l-entang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembararr Negara Republik' Indonesia Tahun

2005 llomor 140, Tambahan Lr:mbaran Negara lrlclnor a57B) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun ,2005 Tentang Desa

(Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158r

iambahan Lembaran Negara I'lomor a5a8) ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nonnor 03 Tahun 2003

Tentang Kewenangan Kabupaten Katingan sebatr;ai Daerah otonomr

(Lembaian Daerah Tahun 2003i Nomor 03) ;

t7. Perat,uran Daerah Kabupat'r:n Katingan Norror 1 Tahun 2007

TentangPengesahaanAnqgaranPendapatandanBelanja
Daerarh ( APBb ) Tahun 2A,A7 (Lembaran Daerah Kabupatenr

Katin{i]an Tahun 2OO7 Nomr:r : 1);

MEMUTUSKAN

PERATUR/\N BUPATI KAT]INGAN TENTITNG PEDOMANI

PELAKSANilAAN DAN PENETAPAI\I ALOKASI DANI\ DESA (ADD) DI'

KABUPATIEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2007.

BAB I

KETENTUAN I'MUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud clengan :

Daerah adalah KabuPaten Katingan;

Bupati adalah BuPati Katingan;

Pemerintahan Daerah adalah Burpati dan Perar.rgk.at Daerah sebagai

unsur perryelenggara Pemerintahain Daerah;
pemerintarh Oaeiah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas

Pembanttran dengan prinsif Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsif Negara Kesatuan Republik Indonesia selbrargaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Repr:blik indonesia l[erhun 1945;

1.

2.
3.

4.



:!i;i!.gl:'l:':':::". ;:.:ri :.

5.

6.

7.
8.

tl

Dewan perwakiran Rakyat Daerah yang seraniutnLy'a disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatern l'(atingan;

Desa acJ'alah ruiuirun masyarakat hukum yang mempunyai

l*nung,un untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

r.i.*pii Uerdasarkan aial-usul diln adat istiadat setempat yangs'iakui:

dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di claerah kabupaten;

Pemerintarh Desa adalah Kepala D"esa dan Perangl<al Desa;

AlokasiDanaDesadimaksuduntukmembiay,atiProgramDesa
MembangunyangdilaksanakanolehPemerintahanDesadan
.rrvrrrilrt oesi dalam upaya meningkartkan kesejahteraan

masyarakat dan pemberdayaan miasyarakat'

BAB II
PENOMAN PELAKSANAAN{ DAN PENETAIPA.N

ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

DenganPeraturanBupatiiniditetapkanpedoman.pelaksanaandan
p"nJtupun Alokasi Dana Desa T;lhun Anggaran 

't-007 
sebagaimana

[urrnrui dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati yang

merupakan satu kesatuan yang tidakl terpisahkan'

Pasal 3

pedoman A,lokasi Dana Desa digunakan oleh Pernerintah Desa dalam

rangtca pelaksanaan Program Desa Membanc;un (PDM) yang

*"iggrnukan sumber pendanaan dari Alokasi Daner Desa (ADD).

BAB III
PEIUETAPAN ALOKAS|I DANA DESA

Pasal 4

(1). Total Alokasi Dana Desa seb,:lsar 4,5o/o bera:sal dari dana alokasi

umurn setelah dikurangi aloka:;l dasar untuk belanja Pegawai Negeri

sipil, rJibagi secara proporsional kepada setiap Desa. lumlah Alokasi

Dana Desa untuk 145 (Seratus empat f uluh lima) desa di

Kabupraten Katingan pada l-ahun Anggararr ".?.007 sebesar Rp'

15.225;.000.000,- (Urna belas nnilyard dua ratus dua pulurh lima juta

rupiahr) yang pembagiannya urrtuk masing _ mars;ing Desa teduang

dalam lampiran 2 (dua) Peraturan Bupati ini'
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()\ Alokasi Dana Desa berdasarkan Alokasi Dana De:;a Minimal (ADDM)
\L) ;il;;-ntot<asi Dana Desa Proporsional (/\DIDP), dimana untuk

ADDM Sebesar Rp. 7.250.000.000,- ( Tujuh Milyilrd Dua Ratus Lim;t

Puluh Juta Rupiah ) clari total ADD dan untuk ADDP sebesar

6. 7.975.000.b_'oo,-' ( Tujuh Milyard Sembilan Ratus Tujuh Pulul'r

Lima]utaRupiah)daritotalADDSecarakeseluruhan.

BAB IV
PER,HNTUNGAN ALOKI\SI DANA DESi\

Pasal 5

(1)PerhitunganAlokasiDanaDesauntukma:;ing*masinEdesa
dilakukan dengan menggunal<an rumus yanq mempertimbangkan

faktor pemeratlan dan keadilern serta potensi desa dengan rumus -
rumu$ sebagai berikut :

a. Rumus Alokasi
dan Keadilan) :

ADD, = ADDM

Keterangan :

ADD* =
ADDM =
ADDP, =
X=

Dana Desa (x) tahun anggarern 2007 (Pemerataan

+ ADDP*

Alokasi Daner Desa untuk Des;a ;x

Alokasi Danat Desa Minimal yanq diterima Desa

Alokasi Danar Desa Proporsional untuk Desa x

Desa

= Rp. t24.378't25,-
= Rp. 109.800.000,-
= Rp, 94.300.000,-

b. Rumus untuk menentukan pembagian dana proporsional :

ADDP, = Klasifikasi Desa (lt, B atau C)

Keterangan :

Kl;rsifikasi Desa A

Klasifikasi Desa B

Kl;:sifikasi Desa C

c. Kli:sifikasi Desa A yaitu jun',rlah penduduknya 1000 jiwa keatas

Kirlsiflkasi Desa B yaitu junrlah penduduknya i500 - 1000 jiwa

Kalsifikasi Desa C yaitu jun'rlah penduduknya 0 - 500 jiwa

Kalsiflkasi Desa berdasarkan Keputusan gubernur Kalimantan

Tengah Nomor 163 Tahun 2005, sedangkan besarnya ADDP untul<

klasifikasi desa disesuaikan clengan jumlah darna yaitu 55 % dari

aloka:;i Dana Desa.
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(2). Hasil perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing

masing Desa iung besarn'ya pada tiap De:;a sesuai denganr

klasif iikasi Desa secara proporslonarl yanE nilainya

sebar;laimana lampiran 2 (dua) Peraturan Bupati ini'

BAB V
KETENTUAN PIENUTUP

Pasal 6,

peraturanr Bupati ini mulai berlerku sejak tanggal di undangkan'

Agar Sietiap orang mr:lngetahuinya.' memerintahkanr

plngundangan dengan menenr,pitkannya da,ltrm Berita Daerah

KabuPaterr Katingan.

Ditetapkarr di Kasongan
tanggal At, Vtet 2AA7

ATI K3'" INGAI{,

/'y1r1wvvt1..''
WEL RI\WING

Di undangkan di Kasongan

pada tanggal, ;t1 M& 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN'

GATIN RANGKAI

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2OO;'NOMOR: 5


